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 iv ABSTRAK  Nama/Nim : ULYA AZMINA/131209512 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab Judul Skripsi : Nisab Barang Curian Yang Diancam Hukuman Potong Tangan (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki) Tanggal Munaqasyah : 4 Agustus 2017 Tebal Skripsi : 63 Halaman Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag Pembimbing II : Misran, M.Ag Kata Kunci : Nisab, Barang Curian, Hukuman, Potong Tangan, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki.  Dalam ranah fikih, para ulama sepakat bahwa pencurian merupakan satu kejahatan yang masuk dalam jarimah ḥudūd. Hukaman pokok bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, sesuai dengan ketentuan surat al-Maidah ayat 38. Satu sisi, ulama sepakat bahwa pencurian dilarang dalam agama dan hukuman pokoknya yaitu potong tangan, di sisi lain ulama justru berbeda dalam menetapkan syarat dapat dijatuhkannya hukuman pokok tersebut, khususnya dalam hal batasan minimal nisab barang curian. Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang nisab barang curian. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pendapat dan dalil hukum Mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian yang diacam hukuman potong tangan?, dan apa persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan metode kualitatif. Data-data yang telah terkumpul dianalisa melalui metode analisis-komperatif, yaitu menganalisis dua pendapat hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan-pernedaannya. Hasil analisa menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Hanafi, nisab barang curian yang diacam hukuman potong tangan yaitu 10 dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas, yang menyatakan bahwa hukum potong tangan tidak dilakukan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, yaitu 10 dirham. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, nisabnya yaitu 3 dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas terkait Rasulullah saw., pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai tiga dirham. Persamaan Mazhab Hanafi dan Maliki yaitu keduanya memandang hukum potong tangan sebagai hukuman pokok pencurian, sebagaimana dimuat dalam surat al-Maidah ayat 38. Perbedaannya yaitu pada pemilihan hadis yang digunakan sebagai dalil rujukan masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi lebih memilih riwayat hadis dari Ibnu Abbas terkait hukum potong tangan tidak dilakukan ketika barang curian kurang dari 10 dirham. Sementara mazhab Maliki lebih memilih riwayat ibn Abbas terkait Rasul pernah menghukum pencuri yang mengambil tameng senilai tiga dirham. 
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  vii  TRANSLITERASI Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: 1. Konsonan No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 1 ا Tidak dilambangkan  16 ط ṭ t dengan titik di bawahnya 2 ب b  17 ظ ẓ z dengan titik di bawahnya 3 ت t  18 ع ‘  4 ث ś s dengan titik di atasnya 19 غ gh  5 ج j  20 ف f  6 ح ḥ h dengan titik di bawahnya 21 ق q  7 خ kh  22 ك k  8 د d  23 ل l  9 ذ ż z dengan titik di atasnya 24 م m  10 ر r  25 ن n  11 ز z  26 و w  12 س s  27 ه h  13 ش sy  28 ء ’  14 ص ş s dengan titik di bawahnya 29 ي y  15 ض ḍ d dengan titik di bawahnya      2. Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
  viii    Tanda Nama Huruf Latin  َ◌ Fatḥah a  ِ◌ Kasrah i  ُ◌ Dammah u  b. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf ي  ◌َ Fatḥah dan ya ai و   ◌َ   Fatḥah dan wau au  Contoh: DEF  = kaifa,  لIھ      = haula 3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda ي/ا  َ◌ Fatḥah dan alif atau ya ā ي  ِ◌ Kasrah dan ya ī و  ُ◌ Dammah dan wau ū  Contoh:      َلPَQ = qāla RSََر   = ramā     UَEِْQ = qīla    ُلIْWَX = yaqūlu  
  ix  4. Ta Marbutah  (ة) Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. a. Ta marbutah ( ة) hidup Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. b. Ta marbutah ( ة) mati Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h.  Contoh:   ْلاَفْطَْلاا  ُةَضْوَر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl    َْةروَـنُمْلا  ُةَنْـيِدَمْلا  : al-Madīnah al-Munawwarah/   al-Madīnatul Munawwarah      ْةَحَْلط  : Ṭalḥah Modifikasi 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.  
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xiii  DAFTAR LAMPIRAN 1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing. 2. Daftar Riwayat Hidup    
 1 BAB I  PENDAHULUAN   1.1. Latar Belakang Masalah Menurut bahasa tindak pidana pencurian adalah mengambil harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut hukum syara’, tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zhalim dari tempat penyimpanan harta benda tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Bisa pula diartikan dengan tindakan mengambil harta benda orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan harta tersebut dari tempat penyimpannnya.1 Sesuai Hukum Al-Qur’an, sanksi hadd pencurian wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri dengan beberapa persyaratan guna memberikan efek jera, mengehentikan tindakan pencurian tersebut, dan melindungi harta benda orang lain. Sesuai firman Allah dalam surat al-Mā’idah ayat 38.  َِبم ًءاَزَج اَمُهَـيِدَْيأ اوُعَطْقَاف ُةَِقراسلاَو ُِقراسلاَو ِهللا َنِم ًلااَكَن اَبَسَك ا  ُهللاَو  ٌميِكَح ٌزِيزَع  Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduannya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan                                                            1Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar, ed. In, Fiqih Imam Syagi’i, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm.294-296 
  2dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah mahaperkasa, mahabijaksana”. (QS. Al-Mā’idah: 38). Dengan memperhatikan kandungan ayat diatas dapat diketahui bahwa ayat ini menegaskan tentang jenis hukuman yang diterapkan pada pelaku pencurian. Hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan. Pencurian yang dikenakan hukuman hadd ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi terhadap harta yang disimpan pada tempatnya atau yang semisal tempat penyimpanan. Disamping ayat Al-Qur’an yang menjadikan dasar hukum bagi pelaku pencurian, fuqaha’ juga mengutip sejumlah hadist mengenai penerapan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Pengutipan hadits-hadits dimaksud lebih ditujukan sebagai penjelas dan penguat pernyataan Al-Qur’an diatas. Diantara hadist yang sering diajukan fuqaha’ mengenai hadd sariqah adalah sebagai berikut:  نا ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ثيللا انثدح دلاولا وبا انثدح ناك نم كله انما لاقف ةأرمإ في ملسو هيلع اللها ىلص بينلا ملك ةماسا زلا ىلع دلحا نوميقي اوناك ما مكلبق يذلاو فيرشلا نوكتريو عيض اهدي تعطقل كلذ تلعف ةمطاف نا ول هديب يسفن)يراخبلا هاور2 ( Artinya: “Diceritakan dari Abi al-Walid dari al-Layth dari Ibnu Syihabdari‘Urwahdari ‘Aisyah bahwasannya ‘Usamah berbicara kepada nabi Saw tentang seorang perempuan. Nabi berkata: Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, dimana mereka menegakkan hukuman terhadap orang-orang biasa, tidak terhadap orang bangsawa (orang terpandang). Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, niscaya aku potong tangannya”. (HR. Bukhari).                                                            2Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 4, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1992), hlm. 173 
  3 Ketika menjelaskan penerapan hukuman bagi pelaku pencurian, Wahbah Zuhaili dan Sayid Sabiq mengatakan bahwa isi hadist ini lebih sarat dengan nuansa moral. Hadits ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara serampangan dan pilih kasih. Nuansa seperti ini yaitu persamaan hak seseorang dimuka hukum berdasarkan prinsip keadilan, dan nilai kemanusiaan luhur dalam kehidupan manusia sering terabaikan di sejumlah literatur fiqh. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman potong tangan apabila barang yang dicurinya mencapai nisab (batas maksimal).  Berdasarkan hadits-hadits yang telah dipaparkan diatas, jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat imam Malik, Syafi’i dan Ahmad. Kendati demikian, di kalangan jumhur sendiri tidak terdapat kesepakatan mengenai nisab harta yang dikenakan hukuman hadd berupa potong tangan. Dalam hal ini golongan Hanafiyah mensyaratkan satu dinar atau sepuluh dirham baru dikenakan hukuman potong tangan atas pencuri yang mengambil harta orang lain. Argumen mereka berdasarkan hadits riwayat Baihaqi sebagai berikut: لاق نايما نع دهامجو ءاطع نع مكلحا نع روصنم نع : قراسلا عطقينيد ملسو هيلع اللها ىلص اللها لوسر دهع ىلع نا نثم ناكو نا نثم ارا  مهارد ةرشع وا)لا هاوريقهيب  3 (                                                            3Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 426. 
  4Artinya: Dari Mansur, dari al-Hakam dari ‘Ata’ dan Mujahid dari Ayman Rasulullah Saw. Pernah memotong tangan pencuri yang mencuri tameng (perisai perang) yang harganya satu dinar atau sepuluh dirham”. (HR. Baihaqi). Ulama-ulama yang mensyaratkan barang yang dicuri harus mencapai satu nisab sehingga sipencuri dipotong tangannya, mereka banyak berselisih pendapat tentang kabar atau besarnya. Tetapi perbedaan pendapat yang terkenal dan yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih ada dua pendapat. Dua pendapat tersebut yaitu ulama-ulama Irak, salah satunya Imam Hanafi, pengikutnya seperti Ibnu Abidin. Pendapat kedua yaitu ulama-ulama Hijaz, yaitu Imam Malik, Imam Syafi’i, dan ulama-ulama lainnya.4 Di sini, hanya difokuskan pada dua pendapat saja, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki. Menurut mazhab Hanafi dan para sahabatnya berpendapat bahwa satu nisab dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah sepuluh dirham atau satu dinar, atau barang yang sebanding dengan harga sepuluh dirham atau satu dinar tersebut.5  Dalam kitab Bidā’i, seperti dikutip oleh Wahabh Zuhaili, bahwa kalangan Hanafi berpendapat apabila seseorang mencuri mencapai sepuluh dirham dalam suatu tempat maka potonglah tangannya, dan apabila tidak mencapai sepuluh                                                            4Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ed. In, Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 276. 5Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Ter. Moh Nabhah Husein), jilid 9, hlm.54 
  5dirham maka tidak diwajibkan potong tangan.6 Dengan demikian, maka pencuri barang yang harganya di bawah sepuluh dirham atau satu dinar tidaklah dikenai hukuman potong tangan. Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, harga perisai pada masa Rasulullah SAW., adalah sepuluh dirham. Adapun menurut mazhab Maliki, nisab dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah tiga dirham atau seperempat dinar, atau barang yang sebanding dengan harga tiga dirham tersebut.7 Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mazhab Maliki lebih ketat dalam menentukan batas nilai minimal nisab barang curian dibandingkan dengan mazhab Hanafi tersebut sebelumnya. Berangkat dari paparan di atas, jelas terdapat perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai nisab barang curian yang diancam potong tangan bagi pelakunya. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk di teliti dengan judul skripsi ”Nisab Barang Curian Yang Diancam Hukuman Potong Tangan (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi danMaliki)”.                                                                   6Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, ed. In, Fikih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, dan Pencurian, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 485. 7Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 485. 
  61.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapat dan dalil hukum Mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian yang diacam hukuman potong tangan? 2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan?  1.3. Tujuan Pembahasan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pendapat dan dalil hukum Mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian yang diacam hukuman potong tangan. 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan.  1.4. Penjelasan Istilah Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran dari data pembaca, penulis menganggap perlu terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap istilah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Nisab  2. Barang Curian 3. Ancaman Hukuman 4. Potong Tangan 
  75. Mazhab 6. Hanafi 7. Maliki 1.4.1. Nisab  Nisab berarti jumlah harta benda minimum, seperti zakat, barang curian untuk potong tangan dalam pidana Islam.8 Adapun maksud kata nisab dalam tulisan ini adalah jumlah minimal harta yang bernilai, khususnya jumlah batas minimal barang yang dicuri sehingga dapat diberlakukannya hukum pada pelaku pencurian. 1.4.2. Barang Curian Istilah “barang curian” tersusun dari dua kata yaitu barang dan curian. Barang berarti benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), atau bisa juga berarti semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan kata curian berarti hasil mencuri, atau sesuatu atau barang yang dicuri.9 Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan barang curian di sini yaitu harta yang bernilai yang dicuri dalam kasus kejahatan pencurian. 1.4.3. Ancaman Hukuman Istilah “ancaman hukuman” tersusun dua kata yaitu ancaman dan hukuman. Kata ancaman berarti esuatu yang diancam, dan usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan. Sedangkan hukuman berarti putusan                                                            8Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 370. 9Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 370, 115, dan 217. 
  8pengadilan, siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang berbuat salah.10 Dengan demikian, istilah ancaman hukuman atau diancam hukuman yaitu baban pemidanaan yang akan diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Dalam hal ini, kejahatan yang dimaksud adalah pencurian. 1.4.4. Potong Tangan Istilah potong tangan berarti memotong bagian tangan, dari batas lengan atas hingga jari tangan.11 Jadi, yang dimaksudkan potong tangan di sini yaitu jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang diberlakukan kepada pelaku pencurian, yaitu dengan hukuman potong tangan. 1.4.5. Mazhab  Kata mazhab berarti tempat berjalan atau pijakan.12 Kata mazhab juga digunakan untuk menunjukkan makna tempat atau rujukan terkait suatu produk hukum.13 Jadi, mazhab diartikan sebagai satu aliran pemikiran dalam bidang hukum Islam. 1.4.6. Hanafi  Kata Hanafi yaitu seorang tokoh ulama mazhab fikih. Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit bin Zauthi.14 Jadi, yang dimaksud Hanafi di sini yaitu seorang ulama mazhab yang                                                            10Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 366. 11Tim Pustaka Phoenik, Kamus Besar..., hlm. 837. 12Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260: 13Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, al-Milāl wa al-Nihāl, ed. In, Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5. 14Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah (Bersuci), dan Shalat, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 23. 
  9akan dikaji pemikirannya, mengingat beliau memiliki cara pendang sendiri tentang nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan. 1.4.7. Maliki Maliki juga sebagai sebuah nama yang menunjukkan seorang tokoh ulama mazhab fikih. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairy.15 Jadi, yang maksud Maliki di sini yaitu seorang ulama mazhab yang memiliki cara pendang sendiri tentang nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan.  1.5. Kajian Pustaka Dalam kajian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dikaji dengan kajian sejenis yang mingkin pernah dikaji sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Namun demikian ada beberapa kajian penulisan skripsi yang berkenaan dengan kajian yang penulis lakukan, diantaranya skripsi yang berjudul: “Penafsiran Surat Al-Ma’idah Ayat 38-39 Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri (Studi Komperatif Pemikiran Ibn ‘Asyur dan Syahrur” yang disusun oleh Marzuki mahasiswa Fakultas Syar’iah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pendapat Ibn ‘Asyur dan                                                            15Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 23. 
  10Syahrur dalam menafsirkan surat Al-Ma’idah ayat 38-39 hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.16 Selanjutnya skripsi yang berjudul: “Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya” yang disusun oleh Yuni Zahara Mahasiswi Fakultas Syar’iah Jurusan Hukum Pidana Islam, Tahun 2016. Dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan hukuman yang diatur dalam hukum Islam terhadap pencurian pada saat bencana. Selanjutnya Jurnal Bukhori Abdul Soma, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul: “Nilai-nilai Maslahat dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam”. Hasil penelitian menunjukkan Kalangan tertentu mengklaim bahwa Islam merupakan agama yang sadis, tidak berprikemanusiaan, dan melanggar HAM. PeniIaian seperti di atas justru bertoIak beIakang dengan niIairniIai masIahat yang diemban oIeh syariat IsIam. IsIam justru menjunjung tinggi niIai-niIai kemanusiaan dan Hak Azazi Manusia. Ini terbukti IsIam sangat menghargai dan melindungi orang terzalimi (yang dicuri) dengan memberikan balasan hukuman kepada pencuri dengan potong tangan kalau mencapai nisab. Ini merupakan pelajaran bagi yang lain dan ini juga dapat memberikan efek jera bagi yang mencuri sehingga Islam dapat menekan tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan seharirhari. IsIam memiIiki ketentuan hukum yang mengatur hukuman bagi pencuri. HaI ini bisa diamati dari batasan nisab potong tangan atau terbebasnya pencuri dari potong tangan. Salah satu yang                                                            16Marzuki, Penafsiran Surat Al-Ma’idah Ayat 38-39 Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri (Studi Komparatif Pemikiran Ibn ‘Asyur dan Syahrur), Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN Ar-Raniry), Jurusan Perbandingan Mazhab (Darussalam: 2016), hlm. 10-11 
  11dapat menyebabkan terbebasnya pencuri dari potong tangan yaitu adanya pemaafan dari pemilik barang yang dicuri. Ini menunjukan IsIam sangat menghargai niIairniIai kemanusiaan dan mencintai kedamaian dan kemasIahatan bersama. Selanjutnya skripsi Srinia Afriani, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Arniry, Tahun 2017, Dengan Judul: “Pencurian Pada Saat Bencana Alam  Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ Pn-BNA)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku pencurian dalam Islam yaitu hukuman hudud, namun dapat juga dikenakan dengan hukuman takzir bagi pencurian yang tidak memenuhi rukun dan syarat pada hukuman hudud. Sedangkan hukuman bagi pelaku pencurian pada saat bencana alam yang dikaji dalam penelitian ini dapat dikenakan hukuman hudud menurut ketentuan hukum Islam dan jika dikaitkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA penjatuhan hukumannya kurang tepat karena hukuman yang diberikan hakim terlalu ringan meskipun dikenakan Pasal 363 pencurian karena pemberatan. Selanjutnya Jurnal Mardani, Dosen Fakultas Hukum Univ. Krisnadwipayana Jakarta, pada tahun 2015, dengan judul: “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”. Sanksi potong tangan dalam tindak pidana pencuri menurut Ulama merupakan sanksi maksimal, oleh karena itu tidak setiap pencurian dikenakan dan dijatuhkan sanksi potong tangan. Ini terbukti dengan ditentukannya syarat dan rukun pencurian yang sangat ketat. Seandainya salah satu syarat atau rukun pencurian tersebut tidak 
  12terpenuhi secara sempurna, maka sanksinya tidak potong tangan, tetapi tetap diberikan sanksi alternatif yang disebut dengan ta’zir, yaitu sanksi yang bersifat mendidik, yang tidak ditentukan oleh syari’at, hakim mempunyai otoritas mutlak melalui ijtihadnya untuk dapat memberikan jenis hukuman ta’zir tersebut. Begitu juga tidak dapat diberikan sanksi potong tangan terhadap pencurian dalam lingkup keluarga, seperti orang tua mencuri harta anaknya atau sebaliknya, isteri mencuri harta suaminya atau ssebaliknya dan pembantu mencuri harta majikannya, karena masing-masing diantara mereka mempunyai hak nafkah, yaitu pada harta anak ada hak orang tua atau sebaliknya, alasan lain yang diungkapkan oleh Ulama adalah karena secara syari’at orang tua dan anak tidak diterima persaksiannya di pengaadilan dan merupakan ahli waris yang tidak terhijab (terhalang), dan karena adanya syubhat dan ikhtilaf (percampuran) dalam harta. Selanjutnya skripsi Khikmatul Mujibah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Pada Tahun 2008, yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Mazhab Syafi’yyah tentang Kleptomania” berpendapat bahwa pada kasus pencurian pada kleptomania yang muncul akhir-akhir ini ulama Syafi’iyah mengecualikan hukum potong tangan bagi pengidapnya karena kleptomania tergolong sebagai awarid samawiyyah  atau penghalang yang tidak bisa diupayakan atau diikhtiarkan. Adanya awarid ini mengakibatkan pengidap kleptomania memiliki ahliyatul al-A yang tidak sempurna sebagaimana anak kecil yang mumayyiz namun akalnya masih kurang hingga dia memasuki masa dewasa (baligh). Dihukuminya kleptomania sebagai anak kecil yang mumayyiz ini disebabkan karena akal ialah alat untuk memahami maksud syara’ sementara 
  13untuk menentukan garis-garis berakal amatlah sukar oleh karena itu syara’ menadikan umur sebagai tanda berakal, maka sesudah anak memasuki usia baligh sempurnalah ahilyahnya dan barulah iya menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna pula kecuali ada hal-hal yang menjadikannya tidak cakap bertindak hukum sebagaimana kleptomania. Dalam pembahasan ini menjelaskan pendapat Mazhab Syafi’i tentang kleptomania, sementara dalam penelitian ini menjelaskan pada pencurian yang dilakukan kleptomania berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di indonesia. Selanjutnya skripsi Ekasari Juwandana, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Pada Tahun 2017, dengan judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Setelah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kleptomania, ditemukan bahwa kleptomania merupakan gangguan yang sulit untuk menahan dorongan mencuri. Kleptomania masuk dalam psikoneurosis yang gangguan kepribadian dengan taraf ringan, berbeda dengan psikosis yang gangguan kepribadiannya menyeluruh. Pencurian yang dilakukan oleh kleptomania tidak diberikan hukum potong tangan karena kleptomania merupakan sebuah gangguan, sanksi yang diberikan ialah hukum kawalan tidak terbatas. Sementara dalam hukum positif diberikan sanksi sesuai dengan pasal 362 KUHP.   Implikasi dari penelitian ini yaitu 1)perlunya perhatian lebih terhadappenderita kleptomania terkhusus pada keluarga, mengingat salah satu penyebab kleptomania ialah kurang mendapatkan perhatian, 2) hukum positif perlu membahas mengenai kleptomania, 3) hasil penelitian ini dapat dijadikan 
  14bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang disebabkan oleh kleptomania. Selain skripsi-skripsi, dalam buku-buku juga didapatkan penulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji, buku-buku  yang dimaksud: buku al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, jilid 7, oleh Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Sunnah, jilid 9-11, oleh Sayid Sabiq. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, jilid 11, oleh Ibnu Rusyd. Bulughul Maram, oleh A. Hasan. Dan buku-buku lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada nisab barang yang dicuri menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Dengan demikian setelah saya melakukan kajian, dapat ditegaskan bahwa belum ada skripsi lain yang membahas tentang nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.  1.6. Metode Penelitian Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.17 Metode penelitian ini masuk dalam metode kualitatif yang menekankan pada normatif hukum, sifatnya menggambarkan kejadian atau pendapat hukum, kemudian dilakukan analisa terhadap kejadian dan pendapat hukum tersebut.                                                            17Soerjono Soekanto, Pengantar Peneliatian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3. 
  151.6.1. Metode Pengumpulan Data Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan yaitu: 1. Bahan Hukum Primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber pokok. Data penelitian ini yang menjadi sumber pokok, yaitu dari perbandiangan Mazhab antara  Hanafi dan Maliki yang merujuk pada kitab-kitab induk kedua mazhab, misalnya kitab al-Mabsuṭ dari mazhab Hanafi, dan kitab al-Muwāṭa’ dari mazhab Maliki, serta kitab lainnya tenga relevan. 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber pendukung, pada penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Misalnya kitab Sayyid Sabiq  dengan judul: Fikih Sunnah. Kitab Wahbah Zuhaili dengan judul: Fiqih Islam wa Adillatuhu. Kitab Ibnu Rusyd dengan judul: Bidayatul Mujtahid, dan buku lainnya. 1.6.2. Analisa Data Setelah semua data terkumpul menjadi satu, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis-komperatif, maksudnya yaitu, semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang di bahas. Dengan tujuan,  semua permasalahannya bias ditemukan jawabannya.  
  161.6.3. Teknik Penulisan Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang di terbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkanterjemahan ayat-ayat al-Qur’an dikutip dari al-Qur’an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2011.   1.7. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua menjelaskan tentang hukuman potong tangan pencuri dalam hukum pidana Islam, terdiri empat subbahasan, yaitu menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur perncurian, subabahasan hukuman potong tangan, dan syarat penjatuhan hukuman, serta alat bukti delik pencurian. Bab tiga merupakan bab inti dari pembahasan masalah ini yang di dalamnya penulis menguraikan tentang pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang analisis pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian 
  17yang diancam hukuman potong tangan, yaitu profil mazhab Hanafi dan Maliki, dan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian, serta persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan. Bab empat merupakan penutup, dimana dalam bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan yang didasarkan pada bahasan bab sebelumnya. Dalam bab ini pula penulis mengajukan beberapa saran yang berhubungan pembahasan masalah ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
 18 BAB II  HUKUMAN POTONG TANGAN PENCURI DALAM  HUKUM PIDANA ISLAM     2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perncurian  2.1.1. Pengertian Pencurian Kata pencurian dalam bahasa arabnya adalah al-sariqah yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.1 Misalnya istaraqqa al-sam. Secara istilah pencurian adalah mengambil harta yang terjaga milik orang lain dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (syubhat) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.2 Menurut A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.3 Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hakim menyebutkan ”Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut”.4 Sedangkan dalam bukunya Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud                                                            1Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika, tt),  hlm. 1060 2Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 62. 3A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 75. 4Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 83. 
 19mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-bunyi.5 Di sisi lain,  Ali bin Muhammad Al-Jurjani menegaskan bahwa “pencurian dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya”. Akan tetapi, Muhammmad Al-Khatib Al-Syarbini menjelaskan bahwa “pencurian secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secra sembunyi-sembunyi dan secara istilah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpananannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Namun demikian, Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan pencurian adalah “mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasanya digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.6 Dari beberapa definisi pencurian yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil barang atau harta yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Muhammad Abu Syahbah mendefinisikan pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh yang berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dan tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut”.7                                                            5Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Vol. 9 (Terj.), (Bandung, al-Mma’arif, 1987), hlm. 213. 6 Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 99. 7Abd al-Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jinaiy al-I slamiy, II, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt, hlm. 154. 
 20Penekanan dalam definisi mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan pengertian bahwa mengambil tanpa sepengetahuan dan ketahuan pemiliknya dan telah disimpan pada tempat yang semestinya. Misalnya, seseorang mengambil harta di sebuah rumah ketika pemiliknya sedang berpergian atau tidur. Adanya persyaratan dalam keadaan “sembunyi-sembunyi”seperti tertera dalam definisi di atas, menunjukkan bahwa yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang diancam dengan hukuman had, akan tetapi ancaman atas pelaku pencopetan atau penipuan adalah hukuman ta’zir bukan hukuman potongan tangan seperti dikenakan terhadap pelaku pencurian.  2.1.2. Unsur-Unsur Perncurian Berdasarkan definisi pencurian itu sendiri, dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut: 1. Cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi Yang dimaksud dengan mengambil secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang bepergian. Pengambilan harta itu dianggap sempurna jika: a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya b. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya c. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri 2. Barang yang dicuri adalah berupa harta 
 21Dalam hal ini barang yang dicuri disyaratkan: a. Berupa harta yang bergerak b. Berharga menurut pemiliknya, c. Disimpan di suatu tempat yang layak (al-hirz). Dalam hal ini ada dua cara penyimpanan. Pertama, al-hirz bi makan, yaitu barang disimpan di tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masuk di dalamnya. Kedua, al-hirz bi nafs, yaitu barang tersebut berada dalam penjagaan. 3. Barang yang dicuri adalah murni milik orang lain dan si pencuri tidak mempunyai hak apapun pada barang tersebut. 4. Adanya unsur kesengajaan melakukan perbuatan pidana.8 5. Pencurinya merupakan orang mukallaf. Pencuri tersebut orang dewasa dan berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dikenakan hukuman hadd. 6. Tidak ada hak syubhat (keragu-raguan) terhadap barang yang dicurinya. Bila ia punya hak syubhat terhadap barang yang dicurinya, maka ia tidak bisa dipotong tangannya. Dengan demikian, maka orang tua yang mencuri harta anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan, dan begitu pula dengan sebaliknya. 7. Ditetapkannya pencurian berdasarkan dua saksi yang adil dan adanya tuntutan dari orang yang dicuri. 8. Adanya niat untuk dimiliki.9                                                            8Abdul Qadir Al Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Juz 2, (Mesir: Maktabah Dar al-Turas, 2003), hlm. 495-496. 
 22Terpenuhi tidaknya semua usnur pencuraian di atas, akan berakibat pada dapat dilaksanakan tidaknya hukuman pokok bagi pelaku pencurian, yaitu dihukum dengan hukuman potong tangan. Berikut ini, akan dikemukakan konsep hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian  2.2. Hukuman Potong Tangan Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syarat maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman yaitu: 1. Pengganti kerugian (daman) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.10 Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan hukuman untuk pengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama.                                                                                                                                                                   9Abdur Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 333-334. 10Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), hlm. 7-8. 
 232. Hukuman potong tangan Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38- 39: 
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îΛ Ïm§‘ )ةدئالما :۳۸-۳۹(  Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q. S. Al-Maidah: 38-39).  Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan teknis ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenakan hukum potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk tiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencurian tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan, sedangkan Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i pencuri tersebut dikenakan potong tangan kirinya, apabila pencuri itu masih mencuri yang keempat kalinya maka dikenai hukuman ta’zir dan penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.11                                                            11Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248-249 
 24Pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur pencurian dapat dikenai hukuman ta’zir. Termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang tidak mencapai niṣab. Imam Syafi’ menambahkan bahwa pencurian yang dapat dikenai hukman ta’zīr adalah pencurian atas barang atau harta yang berada di tempat yang tidak terlindungi.12 Jadi, hukuman ta’zir bagian daeri jenis hukuman yang dapat dijatukah dalam kasus pencurian yang tidak memenuhi syarat. Secara bahasa, kata ta’zīr di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata ‘azara yang berarti man’u wa raddū (mencegah dan menolak). Ta’zīr dapat berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang bermakna mengagungkan dan menghormati.13 Dari ketiga makna seperti telah disebutkan, menurut Mahrus Munajat yang paling tepat makna ta’zīr sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah al-man’u wa raddū, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai ta’dib atau mendidik.14 Begitu juga seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, dimana kata ta’zīr menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik.15 Selain itu ta’zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.16 Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili. Dinyatakan bahwa ta’zīr sebagai                                                            12Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu asy-Syāfi’ī al-Muyassar…, hlm. 359. 13Ibrahim Unais, al-Mu’jām al-Waṣīṭ, dalam Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177. 14Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 177. 15Abdul Qadir Audah, At-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad’iy, ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99. 16Abdur Rahman I.Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992). Hlm. 14. 
 25bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan ta’zīr-nya. Ta’zir diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.17 Said Hawwa menyatakan bahwa jarimah atau hukuman ta’zīr merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.18  Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman ta’zīr tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara’ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-bertanya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena hukumannya belum ditentukan oleh syara’. Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta’zir kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik- baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jarimah ta’zir yang ditetapkan oleh                                                            17Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208. 18Said Hawwa, al-Islām, ed. In, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726. 
 26para penguasa, ialah kalau jarimah ta’zir pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang kapan pun juga. Akan tetapi jarimah ta’zir kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.19 Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta’zīr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta’zīr serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta’zīr tidak mempunyai batasan tertentu. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa sebagian besar hukuman dari tidak pidana ta’zīr diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya.20 Namun demikian, terdapat syarat bahwa dalam penentuan hukuman tersebut tidak dibenarkan dengan sekehendak hati, melainkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah dan kepentingan masyarakat. Maksud syara’ memberikan hak penentuan tindak pidana ta’zīr kepada para penguasa—dalam batasan-batasan tersebut—adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa mengḥadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Ahmad Hanafi menyatakan bahwa hukuman-hukuman ta’zīr banyak jumlahnya dari mulai yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu hukuman                                                            19Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9. 20Abdul Qadir Audah, At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad’iy…, hlm. 100-101. 
 27yang dilihat dari keadaan jarimah serta diri pelaku.21 Secara umum, macam-macam hukuman ta’zir itu dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: 1. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan Bentuk hukuman dalam kategori ini terdiri dari hukuman mati dan hukuman dera. Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qiṣaṣ untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman ḥaḍ untuk jarimah hirabah, zina muḥṣān, riddah, dan jarimah pemberontakan. Hukuman mati ini ditetapkan oleh fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukuman mati sebagi ta’zīr dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.22 Said Hawwa menyatakan bahwa pada dasarnya dalam syari’at, hukuman ta’zīr itu untuk pengajaran. Ta’zīr ini pada umumnya dibolehkan selama akibatnya terjamin, yaitu tidak membinasakan. Oleh karena itu, hukuman mati dan memotong anggota badan dalam ta’zīr tidak boleh. Namun demikian, banyak fuqaha yang membolehkan pengecualian dari kaidah umum sebagai pembelajaran apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan hukuman mati. Atau fasad pelaku kejahatan tidak hilang kecuali dengan membunuhnya, seperti membunuh mata-mata, orang yang mempropagandakan bid’ah dan para pelaku kejahatan berbahaya. Dalam pelaksanaan pengecualiannya tersebut, masalah tidak                                                            21Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 15. 22Ibid., hlm. 15. 
 28diserahkan kepada hakim, tetapi ulil amri wajib menetapkan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati.23 Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang eksistensi hukuman mati sebagai bagian dari bentuk dan keriteria hukum ta’zīr. Hal ini seperti dinyatakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa ulama ada yang membolehkan hukuman mati dan ada pula yang melarangnya. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah  bahwa kejahatan yang pelakunya tidak diancam dengan hukuman mati, seperti membunuh dengan benda tumpul dan homoseksual, jika terjadi berulang-ulang maka pemerintah boleh menghukum mati pelakunya. Pemerintah juga boleh menambah hukuman hudūd yang telah ditetapkan, jika ada tuntutan kemaslahatan.24 Dari beberapa keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa keriteria hukum ta’zīr berupa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan kejahatan berbahaya dan merusak kemaslahatan manusia. Selain hukuman mati, hukuman jilid (dera) juga menjadi salah satu bentuk ta’zīr yang dapat ditetapkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan. Alat yang digunakan untuk hukuman dera atau cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Apabila orang yang dihukum ta’zīr itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka. Karena                                                            23Said Hawwa, al-Islām…, hlm. 727. 24Sayyid Sabiq, Fiqhus Hadiś…, hlm. 90. 
 29jika demikian akan terbukalah auratnya.25 Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan jumlah maksimal cambukan yang dapat diberikan terḥadap pelaku kejahatan ta’zīr. Menurut mazhab Maliki, ḥad dera sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, dan ulil amri tersebut dibolehkan untuk menetapkan jumlah dera sesuai dengan pandangannya—tentunya didasari adanya kemaslahatan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad menetapkan batasnya sebanyak tiga puluh sembilan cambukan. Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah maksimalnya sebanyak tujuh puluh lima kali. Sedangkan dalam mazhab Syafi’i, terdapat tiga pendapat, dua di antaranya sesuai dengan mazhab Abu Hanifah. Dan yang ketiga yaitu hingga seratus kali cambukan, dengan syarat ta’zīr itu tidak mencapai kadar ḥad suatu kemaksiatan.26  Said Hawwa menyatakan bahwa bahkan ada ulama yang hanya menetapkan jumlah maksimal cambukan/dera yaitu tidak melebihi sepuluh kali cambuk. Dalilnya yaitu berdasarkan Hadiś Rasulullah sebagai berikut:  َلا  ُلوُقَـي  َملَسَو  ِهْيَلَع  ِهللا ىلَص  ِبينلا  ُتْعَِسم  َلَاق  ِيراَصَْنْلأا  َة  َدْرُـب  ِبيَأ  ْنَع يقهيبلا(  هاور) .  ِهللا  ِدوُدُح  ْنِم  دَح  ِفي  لاِإ  ٍطاَوْسَأ  ِةَرْشَع  َقْوَـف اوُدِلَْتج Artinya: “Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjilid di atas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman haḍ Allah." (HR. Baihaqi).27                                                             25Ahmadi Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 260. 26Said Hawwa, al-Islām…, hlm. 728. 27Al-Bukhari, al-Jāmi’ al-Shaḫīh al-Mukhtaṣār, jilid vi, cet. 3, (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 2512. 
 302. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan Dalam kategori ini, hukuman yang diberikan berupa hukuman penjara dan pengasingan. Maksud hukuman penjara di sini bukan menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seorang guna mencegah agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau mesjid, maupun di tempat lainnya.28 Dipahami bahwa syari’at Islam tidak menetapkan hukuman penjara kecuali sebagai hukuman sekunder yang tidak dipakai sebagai hukuman kecuali atas kejahatan ringan. Berbeda dengan konsep hukum positif, yang menempatkan penjara sebagai hukuman paling asasi di antara berbagai bentuk hukuman untuk setiap kejahatan. Terkait dengan lamanya hukuman penjara, ulama sepakat bahwa batas minimalnya selama satu hari. Sedangkan mengenai batasan maksimal penjara ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan enam bulan, satu tahun, serta ada juga ulama yang menyerahkannya kepada ulil amri.29 Kemudian, selain hukuman penjara, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan ini termasuk juga hukuman pengasingan. Landasan hukumnya adalah surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut: 
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óΟßγ s9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( óΟßγ s9 uρ ’Îû Íοt ÅzFψ$# ë>#x‹ tã íΟŠÏà tã  .  Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terḥadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka                                                            28Ahmadi Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam…, hlm 260. 29Said Hawwa, al-Islām…, hlm. 728. 
 31dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Almaidah ayat 33).  Meskipun hukuman pengasingan seperti pada ayat di atas merupakan hukuman ḥad, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta’zīr. Di antara jarimah ta’zīr yang dijatuhi hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannaṡ (waria). Sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Aziz Amir yang dikutip oleh Mahrus Munajat, bahwa Nabi pernah mengasingkan waria ke luar dari Madinah. Demikian pula tindakan khalifah Umar yang mengasingkan Nasr ibn Hajjaj, karena banyak wanita yang tergoda dengannya, meskipun ia sebenarnya tidak melakukan jarimah. Selain itu, hukuman pengasingan ini dapat diberlakukan kepada pihak yang melakukan pemalsuan Alquran, pemalsuan stempel Baitul Mal, seperti yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar ibn Khattab yang mengasingkan Mu’an bin Zaidah yang awalnya telah dikenakan hukuman jilid.30 Selain kedua kategori hukuman di atas,—yaitu hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan dan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan—terdapat pula bentuk hukuman ta’zīr yang ditetapkan oleh para ulama. Di antaranya yaitu hukuman denda, pengumuman, ancaman, penghinaan, pengucilan,31 perampasan harta, serta hukuman peringatan keras dan nasehat dan lainnya.32 Dari beberapa keterangan mengenai bentuk-bentuk hukuman ta’zīr seperti telah disebutkan, tergambar bahwa bentuk hukuman ta’zīr tersebut sangat                                                            30Abdul Aziz Amir, at-Ta’zīr fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah,dimuat dalam buku Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 206-207. 31Said Hawwa, al-Islām…, hlm. 728. 32Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 210-211. 
 32banyak. Hal ini kemudian menjadi wewenang pemerintah (ulil amri/hakim) dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan, khususnya bagi pelaku pencurian.  2.3. Syarat Penjatuhan Hukuman Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah: a. Barang yang dicuri harus Mal Muttaqawin, Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut imam Syafi'i, Maliki' dan Hambali bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang di haramkan oleh syara' seperti khamr babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, kareana benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.hal ini diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (halder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belinya.33 b. Barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya.                                                            33Abdul Qodir Audah, al-Tasyri’ al-Jina’y al-Islami, (Beirut: Dar Al-Kitab al- Arabi,tt), hlm. 67. 
 33c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah suatu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan zahiriyyah dan muhaditsin tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nishab yang dicuri. d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Nishab harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman had ialah ¼ Dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat.34 Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman hadd adalah adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karena haramnya untuk diambil. Dengan demikian dan karenanya dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa orang lain hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut:                                                            34Umar Shihab, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: Karisma Ilmu, 2003), hlm. 77-78. 
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§ äÜôÊ $# uö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξ sù zΝøOÎ) Ïµ ø‹n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî íΟŠÏm §‘ ∩⊇∠⊂∪     Artinya: Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkanya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS.al-Baqarah: 173). Syarat-syarat Pencuri Menurut al-Sayid Sabiq, bahwa syarat- syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut: 1. Taklif (cakap hukum) Yaitu, pencuri tersebut sudah balig dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak mukalaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (ta’zir). Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya. 2. Kehendak sendiri atau Ikhtiar Yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif. 3. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat Yaitu sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua 
 35(Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik Bapakmu.35 Adapun ketetapan untuk memotong tangan pencuri yang mengambil tiga dirham atau lebih serta tidak menerapkan hukuman seperti itu pada pencopet atau pada orang yang merampas harta orang lain, karena pencuri tidak mungkin dihindari (perbuatannya). Andaikata tidak ditetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, niscaya pencurian akan merajalela dan manusia akan saling mencuri satu sama lain. Berbeda dengan perampokan dan pencopet, perampuk adalah orang yang mengambil hak orang lain secara terang-terangan dihadapan khalayak, sehingga memungkinkan bagi orang-orang yang meliahat kejadian itu untuk menangkapnya, lalu mengambalikan harta yang di zhalimi atau menjadi saksi atas kejadian itu di depan mahkamah. Sedangkan pencopet, sesungguhnya ia hanya dapat mengambil harta disaat pemiliknya lengah, sehingga ada sedikit unsur kecerobohan dari sang pemilik harta. Adapun ketetapan untuk memotong tangan pencuri yang mencuri yang mencuri barang senilai seperempat dinar, lalu menetapkan ganti rugi atas terpotongnya sebuah tangan tangan tanpa senganja senilai lima ratus dinar, juga termasuk diantara bukti-bukti keagungan maslahat dan hikmah yang dikandung oleh syariat islam. Karena, dalam kedua hal itu syariat telah memberi perhatian serius pada dua sisi yang berbeda. Dalam masalah pencurian, tangan itu dinilai seperempat.dinar demi menjaga keamanan harta.sementara dalam masalah diyat(                                                            35Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum..., hlm. 1 
 36ganti rugi atas terpotongnya tangan seseorang tanpa sengaja), tangan itu dinilai lima ratus dinar, yakni demi menjaga keamanan tangan. Adapun pengkhususan kadar ini (serempat dinar) batasan dperbolehkannya memotong tangan pencuri. Alasannya adalah, adanya suatu kemestian untuk menetapkan kadar tertentu yang menjadi batasan dilaksanakannya kewajiban untuk memotong tangan. Dan syariat tidak pernah menetapkan hal yang seperti itu. Demikian pula hikmah Allah subhanahu wa ta’ala dan rahmat serta kebaikannya sangat jauh dari hal-hal itu.36 Menurut riwayat, sejumlah budak mencuri seekor unta betina, menyembelihnya dan memakannya beramai-ramai. Ketika persoalan ini disampaikan pada Umar, seketika ia memerintahkan agar dilakukan pemotongan tangan terhadap mereka, tetapi setelah termenung sesaat ia berkata pada pemilik budak-budak itu: “Kuduga, kamu pasti telah membuat budak-budak ini kelaparan”. Karena itu, ia memerintahkan pemilik budak- budak itu agar mengganti unta betina itu dengan dua kali harganya dan mencabut perintah sebelumnya, yaitu pemotongan tangan terhadap pencurinya. Dalam kasus ini tampaknya Umar melanggar ayat Al-Qur’an yang memerintahkan supaya memotong tangan pencuri. Tetapi bahwa Al-Qur’an bungkam atas perincian penjatuhan hukuman potong tangan. Umar bin Khathab telah mengubah hukum yang qat'i, yakni hukum potong tangan Dalam hal ini Sunnah atau ra’yi untuk memutuskan kapan pemotongan tangan dilaksanakan atau tidak. Umar bin Khatab ra sama sekali tidak mengubah status hukum potong                                                            36Ibnu Taimiyah . Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah, (Bandung: Pustaka Azzam, 1975), hlm. 157-161 
 37tangan bagi pencuri. Tetapi, yang sebenarnya, penerapan hukum itu sendiri harus memenuhi sejumlah syarat. Ada beberapa dalil untuk itu. Pertama, hadis riwayat As-Sarkhasi dari Mahkul bahwa Nabi SAW telah berkata: Tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat sangat.37  2.4. Alat Bukti Delik Pencurian  Salah satu persoalan mendasar mengenai hal ini yang terkait dengan penyelengaraan peradilan pidana, berkenaan dengan peralatan pembuktian  yang digunakan sistem, untuk memastikan adanya perbuatan yang secara faktual memenuhi isi larangan undang-undang tentang suatu tindak pidana (factual guilt), dan persyaratan secara yuridis untuk dapat menunjuk seseorang  bertanggungjawab atas hal itu (legal guilt), yang dikonstruksikan mulai dalam tahap penyidikan sampai dengan dinyatakan demikian dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.  Kekeliruan sistem menentukan hal itu, sama artinya dengan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terstruktur. Sistem yang tadinya dirancang untuk melindungi hak asasi, justru berbuah sebaliknya. Ibarat pepatah sistem yang dirancang KUHAP terkadang seperti  “pagar makan tanaman”  dalam kerangka hak-hak tersangka/terdakwa. Selain itu, istilah “yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada istilah  “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak  berbeda dari segi kuantitasnya satu dengan yang lain. Kesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimal yang                                                            37Muhammad Abdul Aziz Al Halawi, Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 206. 
 38harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal ini, hukum menentukan   sekurang-kurangnya terdapat dua  “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup). Dalam hal ini untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan harus didasarkan pada minimal dua bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”), sedangkan untuk melakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti permulaan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”). Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”). Ketika keseluruhan bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas dan kualitas, maka masih perlu dilakukan cross examination dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi a de charge atau ahli yang diajukan tersangka.  Beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, tidak mempunyai nilai pembuktian jika bertolak belakang dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi a de charge atau ahli yang diajukan tersangka. Oleh karena itu, kesesuaian diantara alat bukti itu menjadi kata kuncinya, dan seperti diperintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, penyidik tidak mempunyai kewenangan menilai relevansi keterangan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan 
 39saksia de charge atau ahli yang diajukan tersangka dengan dugaan tindak pidana yang perkaranya sedang diproses, kecuali keterangan-keterangan itu telah diperoleh penyidik melalui proses pemeriksaan. Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum Islam, yaitu:38 a. Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi b. Pengakuan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali. c. Sumpah, di kalangan mazhab Syafi’i ada pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.  2.5. Hadist-Hadits Nisab Barang Curian Para fuqaha telah sepakat bahwa pencurian haram hukumnya, serta hukuman potong tangan pada pelakunya adalah wajib dilaksanakan dan tidak boleh bagi hakim atau dengan perantaan seseorang untuk menggugurkannya bila telah memenuhi syarat pencurian. Pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi saw:                                                            38Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 81. 
 40 ةشئاع نع :لاقف ةأرما في ملس و هيلع اللها ىلص بينلا ملك ةماسأ نأ : نوكتريو عيضولا ىلع دلحا نوميقي اوناك مأ مكلبق ناك نم كله انمإ اهدي تعطقل كلذ تلعف ةمطاف ول هديب يسفن يذلاو فيرشلا ىلع.39 Artinya: Dari Aisyah ra; sesungguhnya Usamah meminta pengampunan kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang mencuri, lalu Rasulullah bersabda; bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaanNya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti aku potong tangannya. (HR. Bukhari) Dalam hadis yang lain, juga disbeutkan sebagai berikut:   هوكرت فيرشلا قرس اذإ اوناك مأ مكلبق ناك نم لض انمإ سانلا اهيأ ايطاف نأ ول اللها يماو دلحا هيلع اوماقأ مهيف فيعضلا قرس اذإو تنب ةم اهدي دممح عطقل تقرس دممح. 40 Artinya: Wahai sekalian manusia; bahwasanya menjadi sesat orang-orang sebelum kamu karena apabila orang-orang bangsawan yang mencuri mereka tidak menghukumnya dan apabila orang yang lemah yang mencuri mereka jatuhi hukuman padanya. Demi Allah sekiranya Fathimah binti Muhammad yang mencuri pasti Muhammad memotong tangannya. (HR. Bukhari).                                                            39Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Cet. I, Juz. 8, (Kairo: Darr al-Sya’ab, 1987), hlm. 197. 40Ibid., hlm. 197. 
 41 Hadis tersebut di atas berkenaan dengan kemarahan Rasulullah saw. karena didatangi oleh Usamah yang memintakan ampunan terhadap seorang wanita yang mencuri yang telah dijatuhi oleh Rasulullah saw. hukum potong tangan. Dalam hadis itu menunjukkan bahwa hukum potong tangan wajib dilakukan meskipun yang mencuri adalah keluarga dekat. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya beliau “sekiranya Fathimah binti Rasulullah yang mencuri pasti akan dipotong tangannya”. Hukum potong tangan telah terjadi sejak zaman sebelum islam sebagaimana disebutkan oleh al- Qurthubi; sungguh telah dihukum potong tangan di zaman jahiliyah ialah Al-Walidah bin Al-Mughirah, kemudian Allah memerintahkan pula dimasa Islam. Dalam sejarah orang yang petama kali dihukum potong tangan dalam Islam oleh Rasulullah adalah Al- Khiyar bin Ady Naufal bin Abd. Manaf dan perempuan yang bernama Murrah binti Sufyan bin Abd Al- Asad dari Bani Makhzum.41   َلَاق ، ُشَمْعَلأا اَنَـث دَح ، ِبيَأ ِنيَث دَح ، ٍثاَيِغ ِنْب ِصْفَح ُنْب ُرَمُع اَنَـث دَح : َلاَق ملسو هيلع اللها ىلص ِبينلا ِنَع ،َةَرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ، ٍحِلاَص َاَبأ ُتْع َِسم : َيَو ُهُدَي ُعَطْقُـتَـف َةَضْيَـبْلا ُِقرْسَي َِقراسلا ُهللا َنَعَل ُهُدَي ُعَطْقُـتَـف َلَْبْلحا ُِقرْس . )يراخبلا هاور( 42  Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs ibn Ghiyas, telah menceritakan kepadaku bapakku, telah meceritakan kepadalku A’masy,                                                            41Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, hlm. 62 42Imam Bukhari, Shahih al-Bukhariy, , hlm. 177. 
 42dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bersabda: Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya”. (H.R. Bukhari). Hadis di atas menyebutkan bahwa bentuk pencurian, walaupun berupa telur ataupun seutas tali tetap diberlakukan had potong tangan. Hadis ini merupakan salah satu dalil yang mengatakan bahwa segala bentuk pencurian dikenakan hukuman potong tangan. Kemudian, dirujuk pula dalam hadis riwayat Aisyah sebagai berikut:  َسُنُوي ْنَع ٍبْهَو ِنْبا ِنَع ، ٍسْيَُوأ ِبيَأ ُنْب ُليِعاَْسمِإ اَنَـث دَح ِنْبا ِنَع ، اللها ىلص ِبينلا ِنَع ، َةَشِئاَع ْنَع ،َةَرْمَعَو ِْيرَـبزلا ِنْب َةَوْرُع ْنَع ، ٍباَهِش َلاَق ملسو هيلع : ٍراَنيِد ُِعُبر ِفي ِِقراسلا ُدَي ُعَطْقُـت) .يراخبلا هاور(43 Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, dari ibn Wahab, dari Yunus, dari ibn Syihab, dari Urwah bin Zubair dan Umar, dari Aisyah, dari Nabi saw., bersabda: tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar”. (H.R. Bukhari) Hadis ini memberikan pemahaman bahwa pencuri wajib dippotong tangan ketika barang curian itu mencapai seperempat dinar. Dalil hadis lainnya yaitu riwayat dari Aisyah sebagai berikut:  َيىْحَِيل ُظْفللاَو َرَمُع ِبىَأ ُنْباَو َميِهاَرْـبِإ ُنْب ُقاَحْسِإَو َيىَْيح ُنْب َيىَْيح اَنَـث دَح َنَـث دَح َرَمُع ِبىَأ ُنْبا َلاَق ِنَع َةَن ْـيَـيُع ُنْب ُناَيْفُس َانَرَـبْخَأ ِناَرَخلآا َلاَقَو ا                                                           43Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, hlm. 197. 
 43 ملسو هيلع اللها ىلص ِهللا ُلوُسَر َناَك ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع َةَرْمَع ْنَع ِىرْهزلااًدِعاَصَف ٍراَنيِد ِعُْبر ِفى َِقراسلا ُعَطْقَـي) .ملسم هاور(44  Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dan Ishaq bin Ibrahim dan ibn Abi Umar, dalam lafal Yahya dikatakan ibn Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari ‘Amrah, dari Aisyah berkata, bahwa Rasulullah saw., pernah memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih”. (HR Muslim). Imam Al-Syaukhani menyebutkan dalam kitabnya, Nail al-Authar bahwa hadis ini merupakan riwayat jama’ah kecuali Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain yang berbeda lafal, juga disebutkan bahwa hukuman potong tangan dilakukan jika harta yang dicuri telah mencapai seperempat dinar atau lebih. Maksud matan hadis di atas yaitu bahwa batas minimal ketentuan potong tangan bagi pencuri ialah ¼ dinar. Ulama yang berpendapat demikian memandang bahwa ayat 38 dari surah al-Maidah masih bersifat mutlak, baik secara jenis maupun kadar barang yang dicuri. Hadis sebelumnya mengenai pencurian telur ataupun seutas tali hanya menggambarkan betapa rendahnya akal seorang pencuri yang rela menaggung resiko besar demi sesuatu yang amat kecil nilainya. Gaya bahasa ini termasuk bagian dari gaya bahasa yang baliigh. Tujuannya untuk menciptkan efek jera dan menggambarkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang amat terhina.  Jumhur ulama masih mempertimbangkan nishab (batas ukuran) dalam pencurian meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbedaan pendapt mengenai batas ukuran tersebut. Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa pemotongan                                                            44 Muslim, Shahih Muslim, Juz. V, (Beirut: Darr al-Ji’ll, t.t.), hlm. 113 
 44tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang menjadi landasan imam Al-Syafi’i atas pendapatnya tersebut. Para pengikut imam Al-Syafi’i berkata, “hadis-hadis tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu ¼ dinar dan tidak pada jumlah lainnya”. Adapun batas ukuran menurut pendapat ulama lainnya dan mengenai ketentuan ukuran dinar akan dijelaskan pada pembahasan hadis ketiga seperti telah disebutkan sebelumnya. Terdapat perdebatan para ulama mengenai standar atau ketentuan cara menghitung barang yang dicuri dinilai dengan emas atau perak. Imam Al-Syafi’i mengatakan bahwa ukurannya adalah emas karena merupakan pokok semua perhiasan di bumi. Sebagain ulama baghdak menyatakan bahwa ukurannya berdasarkan alat tukar yang biasa berlaku di negeri yang bersangkutan.45 Terkait hal ini, imam Sya’rawi meenyatakan dalam tafsirnya, “Lalu bagaimana kita menghitung nilai ¼ dinar saat ini? Dalam tafsirnya disebutkan bahwa dahulu pada zaman nabi, 1 dinar sama dengan 12 dirham sebagaiman juga yang telah disebutkan di atas. Sedang 1 dirham menurut sya’rawi cukup untuk makan satu keuarga. Ini dipahami dari sabda Rasul yang memberi seorang 1 dirham sambil bersabda: “Belilah makanan untukmu dan keluargamu”. Dinar pada masa dahulu adalah emas dan saat ini nilainya telah naik. Menurut Sya’rawi, masa kini, yakni tahun 1999 M ketika menulis tafsirnya 1 dirham kurang lebih 20 Pound                                                            45Al-Bazzam, Syarah Bulughul Maram terj. Thahirin. S, dkk, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 318-319. 
 45Mesir.46 Sehubungan hal ini juga, Musafa al-Maraghi dalam tafsinya memberikan konversi seperti berikut: ¼ Dinar atau 3 dirham perak = ¼ emas = 8,145 gram.                                                            46Ibnu Katsir, Lubab al-Tafsir, terj. M. Abdul Ghoffar, Jil. 3, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’I, 2007), hlm. 82. 
   46 BAB III  PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG NISAB BARANG CURIAN   3.1. Profil Mazhab Hanafi dan Maliki  3.1.1. Profil Mazhab Hanafi  Tokoh utama mazhab Hanafi yaitu Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah al-Imam al-A’zham Abu Hanifah, al-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H (semoga Allah SWT merahmatinya). Dia hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.  Dia adalah generasi Atba’ at-Tabi’in. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan Tabi’in. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits yang artinya, “menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap Muslim”.1 Imam Abu Hanifah adalah imam ahl al-ra’y dan ahli fiqih Iraq, juga pendiri madzhab Ḥanafī. Al-Syāfi’ī pernah berkata, “manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqih”. Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah.  Abu Hanifah menuntut ilmu hadis dan fiqih dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fiqih selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi                                                            1Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 40. 
47  Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim al-Nakha’i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Dalam menetapkan satu hukum, beliau menggunakan metode tersendiri. Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbāṭ) berdasarkan pada tujuh hal pokok, yaitu: Pertama, Alquran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedua, Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Alquran. ketiga, Fatwa sahabat (Aqwal al-Sahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengatahui asbab nuzul serta asbāb al-wurūd hadih dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabi’in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. Keempat, Qiyas (analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang shahih dalam Alquran, Hadis maupun Aqwal Asshabah. Kelima, Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash. Keenam, Ijma’ yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Ketujuh, ‘Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Alquran, sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat. Dia menggunakan qiyas dan istihsan secara meluas. Dia telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu al-Fiqh al-Akbar. Dan dia juga mempunyai al-Musnad dalam bidang hadis.2                                                            2Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islām..., hlm. 40. 
48  Sebagai ulama besar, beliau memiliki banya murid. Di antara murid Imam Abu Hanifah yang termasyur ialah:3 a. Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182H). Yaitu, Qadhi besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Dia banyak berjasa dalam mengembangkan mazhab dan penyebaran pendapatnya ke seluruh dunia. Dia adalah seorang mujtahid mutlak. b. Muhammad ibnul Hassan al-Syaibani (132-189H), dilahirkan di Wasit. Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia dibesarkan di Kufah, kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray. Pada mulanya, dia menuntut ilmu fiqih kepada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan pengajiannya dengan Abu Yusuf. Al-Syaibani juga pernah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Akhirnya, dia menjadi seorang tokoh fiqih di Iraq setelah Abu Yusuf. Asy-Syaibani terkenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirnya, serta terkenal sebagai seorang mujtahid mutlak yang telah menghasilkan penulisan yang banyak, yang menjaga dan melestarikan mazhab Abu Hanifah. Dia berjasa besar dalam penulisan mazhab Abu Hanifah. Kitabnya, Zahir ar-Riwayat menjadi hujjah yang digunakan dan menjadi sandaran di kalangan pengikut mazhab Ḥanafī. c. Abul Huzail, Zufar Ibnu Huzail bin Qais al-Kufi (110-158 H). Ia dilahirkan di Asfihan, meninggal di Basrah. Pada mulanya, dia cenderung kepada bidang hadis, tetapi kemudian dia lebih berminat pada bidang al-ra’y dan muncul sebagai seorang ahli dalam al-qiyas, hingga merupakan                                                            3Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islām..., hlm. 40. 
49  orang yang paling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan pengikut Imam Abu Hanifah. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.  d. Al-Hassan bin Ziyad al-Lu’lu’i (meninggal pada tahun 204 H). Pada mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadis dan fatwa/pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, riwayatnya tidak dapat menandingi kitab Zahir al-Riwayat yang dihasilkan oleh al-Imam Muhammad. Kepakarannya di bidang fiqih tidaklah sampai kepada kepakaran dan martabat Imam Abu Hanifah dan kedua sahabat utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Hassan al-Syaibani.4  3.1.2. Profil Mazhab Maliki Tokoh utama dalam mazhab Maliki yaitu Imam Malik. Nama lengkap beliau yaitu Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi al-Humairi Abu Abdillah al-Madani, seorang pakar fikih, salah satu tokoh Muslim dan Imam Darul Hijrah (Imam Madinah).5 Menurut mayoritas pendapat ulama, Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah.6                                                            4Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islām..., hlm. 40. 5Sebutan Imam Dar al-Hijrah diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah (Bersuci), dan Shalat, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.  6Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran beliau, ada yang berpendapat tahun 90, 93, 94, 95, 96, dan tahun 89 Hijriah. Namun kebanyakan ulama berpendapat Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Imam Malik Sendiri menyebutkan, “Aku dilahirkan pada tahun 93 H”. Lihat dalam Abdul Aziz al-Syinawi, Al-A’immah al-Arba’ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum, ed. In, Biografi Empat Imam Mazhab, (terj: Abdul Majid, dkk), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 175. 
50  Imam Malik adalah salah satu tokoh ulama yang bergelut dalam bidang hukum atau ulama fikih (fuqaha). Selain itum ia juga ulama hadis, mengingat beliau banyak meriwayatkan hadis dari para perawi hadis dan banyak pula yang mengambil hadis darinya.7 Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H atau 711 M. Beliau dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah saw. Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmu Islam, dengan kakeknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamanya, Abu Suhail Nafi’ adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Malik bin Anas awalnya mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis.8 Sebagai ulama besar, beliau mempunyai guru-guru yang mempunyai wawasan ilmu yang luas. Di antara guru beliau adalah Nafi’ bin Abi Nu’aim, Nafi’ al Muqbiri, Na’imul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munkadir, dan Abdullah bin Dinar.9 Selain guru, beliau juga mempunyai banyak murid. Di antara murid beliau adalah: 1. Ibnul Mubarak 2. Abdullah bin Yusuf, 3. Yahya bin Yahya al Andalusi                                                            7Mustafa Sa’id al-Khin, Abhas Haula ‘Ilm Uṣul al-Fiqh: Tarikhuh wa Taṭawwuruh, ed. In, Sejarah Ushul Fiqih, (terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 163-169: Wahbah Zuhaili menyebutkan nama Imam Malik yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi saja. 8Dimuat dalam wordpress.com,  dengan judul: “Ringkasan Riwayat Hidup 4 Imam Pengasas Mazhab, dimuat dalam https://ahmadsuhendra2.files.wordpress.com/.../008-empat-imam.pdf, diakses pada tanggal 28 September 2017. 9Dimuat dalam: https://kabarislamia.com/2012/02/11/mengenal-imam-hanafi-imam-malik -imam-syafii-dan-imam-hambali/, diakses pada tanggal 28 September 2017. 
51  4. Qutaibah Abu Mush’ab 5. Al-Auza’i 6. Sufyan Al-Tsaury 7. Sufyan bin Uyainah Salah satu karya monumental Imam Malik adalah kitab al-Muwāṭa’. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis hukum yang menjadi pegangan penduduk Madinah pada waktu itu. Terkait dengan metode penemuan hukum, Imam Malik tidak mengkodefikasikan (membukukan) kitab-kitab terkait dasar pokok mazhabnya dalam mengambil dan menggali hukum-hukum. Akan tetapi, dasar pokok pengambilan hukum mazhab Maliki secara tersurat telah disebutkan sebagiannya oleh Imam Malik sendiri dalam kitabnya “al-Muwāṭa’”. Secara rinci kemudian dijelaskan oleh para sahabat beliau. Paling tidak, terdapat 11 (sebelas) konsep dasar Imam Malik dalam menggali dan menemukan hukum.10 Kesebelas sumber hukum tersebut yaitu al-Quran, hadis fatwa sahabat, ijma’, ijma’ penduduk Madinah, qiyāṣ, al-maṣlaḥah mursalah, ‘urf, sād al-zara’i, istiṣhab, dan istihsan.11 Semua dasar penggalian hukum menurut Imam Malik ini seperti dinukil oleh Imam al-Qarafi.                                                            10Mustafa Sa’id al-Khin, Abhas Haula..., hlm. 163. 11Dalam literatur ushul fiqih, istilah qiyāṣ diartikan sebagai cara menetapkan melalui metode analogi, atau menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas dikarenakan kesatuan illat hukum antara keduanya. Al-maṣlaḥah mursalah yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. ‘Urf yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Sād al-zara’i yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Istiṣhab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlalu sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah. Istihsan yaitu berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Definisi tersebut dapat dilihat dalam benyak literatur ushul fiqih, di antaranya dalam Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, ed. In, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh, (terj: Noer 
52  3.2. Nisab Barang Curian Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki Salah satu konsep ajaran Islam ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak kepemilikan. Islam menuntut umatnya untuk giat bekerja dan memberikan rasa aman dalam setiap aktivitasnya. Jaminan keamanan tersebut dimaksudkan agat setiap orang tidak bermalas-malasan dan menikmati sesuatu tanpa kerja keras. Syariat Islam melindungi darah, harga diri dan harta manusia dengan segala cara yang dapat membuatnya terhindar dari orang-orang yang merusak. Salah satunya dengan memberikan sanksi potong tangan bagi setiap pencuri tanpa pandang bulu.  Mengambil milik orang lain mempunyai banyak bentuk, seorang anak kecil yang mengambil permen kemudian lari dan pemilik toko tidak berhasil menangkapnya disebut ikhtithaff/jambret. Seseorang yang mengambil milik orang lain dengan paksa dinamakan ightishab. Sedang ikhtilas/penggelapan adalah orang yang dipercaya untuk menjaga harta kemudian mengambil secara diam-diam dari harta tersebut. Adapun mencuri ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar dan tidak di isinkan untuk memasuki tempa tersebut. Pelaku pencurian disebut al-Shariq (قرJKLا). Menurut Qurais Shihab dalam tafsirnya, kata                                                                                                                                                                Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 295-301: Dimuat juga dalam Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 296-299: lihat juga Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 2, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 170-244. 
53  al-Shariq memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri.12  Para ulama berbeda pendapat mengenai kategorisasi syariqah kubro ketika menentukan hukumannya. Sebagian ulama mensyaratkan adanya pengulangan dalam pencurian. Sebagian ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan. Sebagaimana yang terjadi pada masa ‘Umar yang menolak menerapkan hukum potong tangan pada pencuri unta, karena beliau mengetahui bahwa mereka mencuri karena terpaksa dan sekedar menutupi kebutuhan perut mereka.13 Karena itu, dalam hukum Islam, sanksi atas pencurian (potong tangan), tidak berlaku bagi orang yang kelaparan, tuna sandang, ataupun mereka yang justru butuh bantuan. Para ulama memberikan syarat-syarat hadd potong tangan, di antaranya: Pertama, barang yang dicuri di ambil dari tempat penyimpananya yang semestinya. Tempat penyimpanan yang semestinya tentu berbeda tergantung jenis barang, wilayah dan pemerintah; Kedua, tidak ada syubhat. Untuk itu, hadd potong tangan tidak berlaku dalam kasus dimana pencuri ikut memilki harta yang dicurinya; Ketiga, pencuri sudah terbukti berdasarkan pengakuan si pencuri itu sendiri atau berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang adil; Keempat, kadar                                                            12Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. IX, Volume 3, hlm. 91-93 13Al-Asymawi, al-Syarā’ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn al-Masry, (Kairo: Madbuli, 1996), hlm. 118. 
54  barang yang dicuri.14 Para ulama berbeda pendapat sehubungan kadar minimal suatu pencurian yang dikenai hukuman had potong tangan. Ada yang berpendapat bahwa pemotongan tangan dilakukan untuk segala bentuk kejahatan pencurian, baik kadar yang dicuri bernilai rendah atau mahal. Sebagian yang lain menyatakan bahwa harus ada batas minimal nilai barang yang dicuri untuk pelaksanaan hukuman potong tangan. Perbedaan tersebut muncul bukan tanpa sebab melainkan berdasarkan analisa atas nash al-Quran dan khususnya hadis-hadis nabi yang kesemuanya adalah shahih.  َْيح اَنَـث دَح نَأ َرَمُع ِنْبا ِنَع ٍعِفَان ْنَع ٍكِلاَم ىَلَع ُتْأَرَـق َلاَق َيىَْيح ُنْب َيى َمِهاَرَد َُةَثلاَث ُهُتَميِق نَِمج ِفى ًاِقراَس َعَطَق ملسو هيلع اللها ىلص ِهللا َلوُسَر . )ملسم هاور(  Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan berkata, saya menceritakan kepada Malik, dari Nafi’, dari ibn Umar, bahwa Rasulullah saw., pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai tiga dirham”. (HR. Muslim). Lafal mijannin ( ٍّSUَWِ) dalam hadis di atas adalah perisai. Bentuk jamaknya adalah majaan. Ia berasal dari kata Ijtinaan yang artinya Istitar (menutup) karena perisai digunakan sebagai penutup atau pelindung badan dari senjata musuh pada saat perang. Secara umum, hadis di atas menginformasikan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah ada seseorang yang mencuri perisai/tameng yang harganya tiga dirham kemudian dipotong tangannya. Sehubungan hal ini, pernah ditanyakan                                                            14Abdul Qadir Audah, al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’ī, ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Thalisah), jilid 2, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 577. 
55  kepada Aisyah, Berapa harga sebuah perisai? “Seperempat dinar jawabnya”. Dengan demikian, hadis ini (bagian C) dengan hadis sebelumnya (bagian B) tidaklah bertentangan karena 3 dirham setara dengan ¼ dinar. Hal ini juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada saat itu, ¼ dinar sama dengan 3 dirham, sehingga 1 dinar sama dengan 12 dirham.15  Menurut Imam Malik, ketentuan potong tangan bagi pencuri ialah 3 dirham murni, sehingga, jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih maka harus dipotong tangannya. Hadis di atas merupakan landasan atas pendapat imam Malik tersebut. Adapun imam Ahmad dan Ishaq bin Rawaih nampak memegang kedua pesan hadis di atas, yaitu hadis (bagian b) dan hadis (bagian c). Keduanya berpendapar bahwa batasan syar’i potong tangan bagi pencuri ialah ¼ dinar atau 3 dirham. Oleh karenanya, barang siapa yang mencuri barang senilai ¼ dinar atau 3 dirham ataupun yang senilai dengannya, tangannya harus dipotong.16 Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar serta Sufyan al-Tsauri berpendapat bahwa batas minimum curian itu adalah 10 dirham.17 Mereka berdalih dengan hadis berikut:                                                             15Al-Bazzam, Syarah Bulughul Maram terj. Thahirin. S, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. I,  hlm 315-316 16Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Kairo: Darr al-Sya’ab, 1987), cet. I, juz 8, hlm. 198 17Ibnu Katsir, Lubab al-Tafsir terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’I, 2007), V, Jilid 3, hlm. 82 
56   َلاَق ، َقاَحْسِإ ِنْب ِدمَُمح ْنَع ، ىَلْعَلأا ُدْبَع اَنَـث دَح : ُنْب ُبوَيأ َنيَـث دح  ٍسابَع ِنْبا ِنَع ، ٍءَاطَع ْنَع ، ىَسوُم : َِنَثم ِنوُد ِفي ُِقراسلا ُعَطْقُـي َلا  ِمْلا َُنَثمَو ، نَجِمْلا َمِهاَرَد ُةَرَشَع نَج) .ةبيش بيأ نبا هاور(18 Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abd al-A’la, dari Muhammad bin Ishaq, is berkata: telah mencerikan kepadaku Ayyub bin Musa, dari Atha’, dari ibn Abbas: “Tidak ada potong tangan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, adapun harga perisai itu ialah 10 dirham kurang dari itu”. (HR. Ibn Abi Syaibah). Al-Bazzam, dalam Syarah Bulug al-Maram menyatakan bahwa hadis ini dinilai dha’if oleh para ulama meskipun juga memiliki sanad lain yang dinilai hasan oleh Ibnu Hajar.19 Selain itu, sebagian ulama salaf lainnya berpendapat bahwa tangan pencuri itu tidak dipotong kecuali jika ia mencuri lima dinar atau lima puluh dirham. Pendapat ini dinukil dari Sa’id bin Jubair.20  Kedua macam pendapat tersebut semuanya berdasarkan hadis Nabi saw. tentang harga perisai yang dicuri yang dijatuhkan hukuman potong tangan kadangkala disebutkan harganya 3 dirham atau ¼ dinar dan terkadang pula disebutkan harganya 10 dirham. Karena alasan kedua pendapat tersebbut saling bertentangan maka, Ibn Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka jadikan dasar dalam menetabkan nisab barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan                                                            18Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, hlm. 199 19Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Darr al-Ji’ll, tt), juz v, No. hlm. 112 20Muslim, Shahih Muslim, hlm. 112 
57  seharga perisai yang harganya 3 dirham atau ¼ dinar dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10 dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya.  3.3. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki tentang Nisab Barang Curian yang Diancam Hukuman Potong Tangan  Terhadap Pendapat mazhab Hanafi dan Maliki seperti telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dilihat beberapa persamaan dan juga dtemukan beberapa perbedaan mendasar. Persamaan kedua mazhab tersebut terletak pada jenis sanksi pokok bagi pelaku pencurian. Mazhab Hanaf dan Mazhab Maliki berpandangan bahwa sanski pokok pelaku pencurian mengacu pada ketentuan surat al-Maidah ayat 38 sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Ketentuan al-Quran tersebut menjadi acuan dasar para fuqaha (tidak hanya mazhab Hanafi dan Maliki) dalam menetapkan sanksi pokok pelaku pencurian, yaitu wajib dipotong tangan. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki memandang ketentuan surat al-Maidah ayat 38 sebagai dalil pokok larangan dan sanksi pencurian. Artinya, ketentuan ayat tersebut bersifat pasti (qath’i al-dalalah), untuk itu pencurian bagian dari jarimah hudud yang kriteria sanksinya telah ditetapkan secara pasti. Adapun perbedaan kedua mazhab ini terletak pada penentuan syarat wajibnya hukum potong tangan khususnya menganai batas minimal harta yang dicuri. Menurut Mazhab Hanafi, nisab harta curian yaitu 10 dirham, sedangkan menurut Mazhab Maliki hanya 3 dirham. Perbedaan penetapan syarat nisab harta curian ini masing-masing memiliki dalil yang berbeda. Mazhab Hanafi lebih 
58  mengutamakan hadis riwayat ibn Abbas, yang menyatakan bahwa hukum potong tangan tidak dilakukan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, yaitu 10 dirham. Sedangkan mazhab Mailiki lebih mengutamakan hadis yang juga diriwayatkan oleh ibn Umar, namun dalam redaksi yang lain terkait Rasulullah saw., pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai tiga dirham. Berangkat dari dua pendangan di atas, maka dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut terletak pada pilihan rujukan hukum. Sehingga, perbedaan dua dalil hukum yang diambil berakibat pada perbedaan produk hukum yang dikeluarkan. Meski demikian, terlepas dari adanya perbedaan tersebut, hal terpenting dalam dua pendapat tersebut adalah penjatuhan hukuman potong tangan tidak dilakukan apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab tidak terpenuhi.  
 1BAB IV PENUTUP  4.1. Kesimpulan Setelah dilakukan analisa terhadap permasahalan penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan yang mengacu pada pertanyaan penelitian ini, yaitu: 1. Hasil analisa menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Hanafi, nisab barang curian yang diacam hukuman potong tangan yaitu 10 dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas, yang menyatakan bahwa hukum potong tangan tidak dilakukan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, yaitu 10 dirham. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, nisab barang curian yang diacam hukuman potong tangan yaitu 3 dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas terkait Rasulullah saw., pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai tiga dirham. 2. Persamaan Mazhab Hanafi dan Maliki yaitu keduanya memandang hukum potong tangan sebagai hukuman pokok pencurian, sebagaimana dimuat dalam surat al-Maidah ayat 38. Perbedaannya yaitu pada pemilihan hadis yang digunakan sebagai dalil rujukan masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi lebih memilih riwayat hadis dari Ibnu Abbas terkait hukum potong tangan tidak dilakukan ketika barang curian kurang dari 10 dirham. Sementara mazhab Maliki lebih memilih riwayat ibn Abbas terkait Rasul pernah menghukum pencuri yang mengambil tameng senilai tiga dirham.   
 24.2. Saran-Saran Adapun saran penelitian ini adalah: 1. Kepada para ulama diharapkan agar dapat mendesak pemerintah untuk menerapkan hukum Islam bagi pelaku pencurian. Akan tetapi, para ulama harus mampu mempertimbangkan batas nisab yang harus dikenakan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, karena ulama lebih mampu memahami konsep hukum potong tangan yang berlaku dalam Islam. 2. Diharapkan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Aceh agar dapat menerapkan sanksi hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Sebab pemberlakukan hukum potong tangan bagi pencurian lebih mampu memunculkan efek jera bagi pelaku pencurian, sehingga kriminal dalam bentuk pencurian dapat teratasi secara perlahan dan pasti. 3. Penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka oleh karena itu, penulis menyarankan kepada temen-temen mahasiswa agar bisa meneruskan atau melanjutkan kajian ini, guna untuk menyempurnakan jawaban-jawaban yang belum terjawab dalam skripsi ini.  
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